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BUPATI BUTON TENGAH
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PERATURANBUPATIBUTONTENGAH
NOMOR § TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

. a.

KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

bahwa untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan kepada masyarakat
dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan Peraturan Bupati
Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Buton Tengah;

bahwa untuk efektifitas dan efisiensi perlu mengubah dan menambah
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton Tengah
tentang Perubahan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7 Perubahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten
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Buton Tengah di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5562);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesian Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mana jemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6037);
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di
Lingkungan Lembaga Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesian Nomor 4437);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pendoman Penataan Sistem
Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
TENGAH.

Pasal 2

(1) Ketentuan pada ayat (1) poin a, b dan ¢ diubah men jadi:
a. Hari Senin s.d Kamis:

Masuk Kerja  : Pukul 08.00 Wita

Istrahat

: Pukul 12.00 s.d 12.45 Wita

Pulang Kerja  : Pukul 16.30 Wita

b. Hari Jumat

Masuk Kerja  : Pukul 08.00 Wita

Istrahat

: Pukul 11.45 s.d 13.15 Wita

Pulang Kerja  : Pukul 16.00 Wita
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Pasal 16

Ketentuan PNS yang tidak dapat menerima TPP ditambah poin berikut:
. Semua PNS dalam 1 (satu) unit kerja bila terbukti terdapat manipulasi kehadiran PNS dalam
unit kerja itu.

Pasal 19

(1) Pada poin ¢ diubah menjadi
c. Pembayaran TPP dilaksanakan setiap bulan.

Ketentuan ayat (10), (11), dan (12) diubah menjadi:

(10) Dokumen permintaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke
BKPSDM paling lambat tanggal 10 (sepuluh) awal bulan, kecuali untuk bulan Desember
dimasukkan pada tanggal 21— 22 Desember atau 2 (dua) hari kerja setelah tanggal 20
Desember.

(11) Dokumen permintaan TPP yang dimasukkan diatas tanggal 10 (sepuluh) akan diperiksa
pada bulan berikutnya.

(12) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun ber jalan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkri
~pada tanggal, 2§ Jonuar. F0H
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